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KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 

NOMOR   09  TAHUN  2021 

 
T E N T A N G 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 

 Menimbang    :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifiktas, 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 

dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu ada aturan 
yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP); 

 
b. bahwa dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 
penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan  

Standar Operasional Prosedur (SOP); 
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul tentang Standar 
Operasional Prosedur Pengelolaan Dokumen dan  Risalah 

Rapat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bantul; 

 
   Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 44); 

 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112); 
  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  

 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi 

Pemerintahan; 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan 
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
 

9. Peraturan  Bupati  Bantul Nomor 23 Tahun 2016 Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

 

10. Peraturan  Bupati  Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul; 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2020 Nomor 14); 

 
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152); 

 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR DI SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.  
 

 

KESATU        :  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Standar Operasional Prosedur di Sekretariat  Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Sekretaris DPRD ini : 

 
 
 

 
 



 
 
 

KEDUA         : 
 
 

 
KETIGA        : 
 

 

 
 
 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bantul. 

 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di  Bantul 

pada tanggal    

                                                                             SEKRETARIS, 
  
     TTD 

 
PRAPTANUGRAHA 

  
 

 



 

 


